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ABSTRACT

Taxpayer compliance is that taxpayers must fulfill their obligations to pay
taxes in accordance with taxation laws and regulations. The purpose of this study
was to determine (1) The effect of taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer
compliance (2) The effect of income levels on motor vehicle taxpayer compliance
(3) The effect of public service accountability on motor vehicle taxpayer
compliance. This study uses primary data in the form of a questionnaire. The
population in this study is the number of motor vehicle taxpayers at the Surakarta
Samsat Office. The sampling technique in this study used a randomi ed method.
This study uses multiple linear regression analysis techniques with the results
showing that taxpayer awareness has a significant effect on motor vehicle
taxpayer compliance, income levels do not have a significant effect on motor
vehicle taxpayer compliance, and public service accountability has no significant
effect on motor vehicle taxpayer compliance. .

Keywords.: Taxpayer compliance, taxpayer awareness, income level, public
service accountability.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, salah satunya yang
menjadi penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi
pembangunan nasional adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib warga negara
kepada negara, yang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat
Indonesia berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
dan retribusi daerah bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu
pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor
(BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air tanah atau
air permukaan dan pajak rokok.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Menurut
Nurmantu dan Alviansyah (2011) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan
wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban
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perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu obyek pajak yang
dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kendaraan bermotor di Surakarta
memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan pajak daerah kota
Surakarta. Jumlah kendaraan bermotor di Surakarta semakin tahun semakin
meningkat. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan
pajak daerah yang diterima oleh pajak daerah kota Surakarta.

Menurut Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah (UPPD) Surakarta, mengatakan bahwa sampai pada Juni 2019
masih ada sekitar 16.000 kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak
kendaraan bermotor dan jumlah tersebut mencapai sekitar Rp 4,3 miliar.

Setelah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan
bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Surakarta masih banyak yang belum
membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga menyebabkan penunggakan pajak
kendaraan bermotor di Surakarta masih tinggi. Tunggakan pajak kendaraan
bermotor tersebut terjadi dikarenakan adanya banyak faktor antara lain kurangnya
kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan Cahyadi dan Jati (2016)
menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Cong dan Agoes (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noermansyah dan
Krisdiyanti (2017) menyatakan bahwa besarnya tingkat penghasilan wajib pajak
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan
menurut Saputro dkk. (2018) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh
signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahaputri dan
Noviari (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Aswati dkk.
(2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul tersebut dilakukan untuk
menganalisis Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta, menganalisis Pengaruh
tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada
Kantor Samsat Surakarta, menganalisis Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat
Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Theory of Planned Behavior
Menurut Ajzen (1991) Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan

bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan
ditentukan oleh niat (intention). Menurut Mustikasari (2017) menyatakan
bahwa seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku terhadap ketentuan
pajak muncul setelah melalui beberapa faktor yaitu behavioral beliefs,
normative beliefs dan control beliefs.
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Teori Legitimasi

Menurut Dowling dan Preffer (1975) teori legitimasi dikemukakan
yang memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang
dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan
berada pada posisi terancam dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai
Legitimacy Gap. Teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada
ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem
sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali,
2007)

Pajak

Pajak adalah sumber utama kas negara sehingga perlu ditingkatkan
guna menciptakan dan membangun sarana publik untuk kesejahteraan rakyat
Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada
negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung
dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik
daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten
/Kota). Menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah adalah kontribusi wajib
pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran dalam membayar pajak
apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan juga ketentuan perpajakan,
mengetahui fungsi pajak yaitu untuk pembiayaan negara, memahami bahwa
kewajiban perpajakn harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negaraa, menghitung,
membayar, melaporkan dengan suka rela dn dengan benar. Menurut
Naasution (2011) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah
memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan
telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan
sesuai pada ketentuan yang berlaku.

Penghasilan

Penghasilan atau pendapatan dapat diartiikan dengan sejumlah uang
yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (satu bulan) baik
dari pekerjaan pokok atau sampingan. Menurut Sodikin dan Riyono (2014)
penghasilan (income) adalah kenaikan jumlah manfaat ekonomi selama
periode pelaporan dalam bentuk arus kass masuk, atau peningkatan aset,
atau penurunan kewajiban yang akan mengakibatkan kenaikan equitas yang
tidak berasal dari konstribusi penanam modal.
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7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas
birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai
dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan
public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya
(Mardiasmo, 2002). Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawab pemerintah
terhadap kualitas dari pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok
pemerintahan itu sendiri yang tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem
akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi public yang memadahi
merupakan prasyarat yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik. (Kumorotomo, 2013).

8. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Devano (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan berarti tunduk
atau patuh, pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan
ketaatan dan kepatuhan serta memilik niat untuk melaksanakan ketentuan
perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa setiap wajib pajak
mempunyai kesedian untuk memenuhi kewajiban perpajakanya sesuai dengan
aturan yangg berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama,

peringatan atau ancaman dan penerapan sanksibaik hukum maupun
administrasi (Gunadi, 2013:94).

KERANGKA PEMIKIRAN

Kesadaran Wajib Pajak

— \

Tingkat Penghasilan (X2) Kepatuhan Wajib Pajak

(Y)
Akuntabilitas Pelayanan /

Publik (X3)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari gambaran skema kerangka pemikiran tersebut, terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tingkat Penghasilan (X2)
dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3).

2. Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Pratiwi (2013) kesadaran seorang wajib pajak adalah perilaku
wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuann,
keyakinan dan penalaran disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai
stimulus yang diberikan oleh sistem ketentuan pajak tersebut. Dengan adanya
kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak memahami dan menyadari tentang
pentingnya peran perpajakan. Berdasarkan penjelasan menurut Wardani dan
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Rumiyatun (2017) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran
wajib pajak yaitu:
a. Kesadaran seorang wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai
bentuk partisipasi masyarakat kepada negara
b. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai bentuk partisipasi
untuk menunjang pembangunan daerah
c. Wajib pajak sadar dan mengetahui fungsi pajak kendaraan bermotor
d. Wajib pajak selalu menyiapkan biaya untuk membayar pajak kendaraan
bermotor
e. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

2. Tingkat Penghasilan (X2)

Tingkat penghasilan adalah kemampuan sesorang atau wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak terkait erat dengan besarnya
penghasilan (Sari dan Susanti, 2013). Berdasarkan penjelasan yang telah
diuraikan oleh Sari dan susanti (2013) dapat disimpulkan indikator yang
digunakan variabel tingkat penghasilan sebagai berikut:

a. Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

b. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pajak kendaraan terkait erat
dengan besarnya penghasilan

c. Besarnya biaya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan
yang dimiliki oleh wajib pajak

3. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)

Menurut Susilawati dan Budhiarta (2013) mengatakan bahwa akuntabilitas
pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak
untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan
publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik, maupun kepada
atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Menurut Larasati
(2017), indikator yang dapat mengukur akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

a. Fasilitas yang diberikan oleh kantor samsat

b. Penampilan petugas samsat

c. Waktu pelaksanaan jam kerja samsat

d. Petugas samsat bersedia memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang
akan membayar pajak kendaraan bermotor

e. Daya tanggap pegawai kantor samsat untuk membantu wajib pajak dan
merespon permintaan wajib pajak

f. Petugas samsat mampu menjaga kerahasiaan wajib pajak

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
pelaksanaan hak perpajakannya. Menurut Nurmantu dalam Alviansyah (2011)
kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi
semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan melaksanakan
hak-hak pajak yang dia dapat. Menurut Wardani dan Asis (2017), adapun
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indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam kepatuhan wajib pajak, antara lain :
a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Membayar pajak tepat waktunya

Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya

Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan

o a0

HIPOTESIS
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Menurut Pratiwi (2013) kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak

berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan , keyakinan dan
penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan
oleh sistem ketentuan pajak tersebut. Dengan adanya kesadaran wajib pajak
diharapkan wajib pajak memahami dan menyadari tentang pentingnya peran
perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat dirumuskan
hipotesis:
H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor

2. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Penghasilan wajib pajak merupakan objek pajak yang sangat terkait
dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam
membayar pajak. Berdasarkan penelitian dari Ardiansyah (2018) menunjukkan
bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat
penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dapat
dirumuskan hipotesis:
H2: Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

3. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pelayanan
publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan
yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat
diruuskan hipotesis:
H3: Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
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METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
data primer yaitu kuesioner. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor samsat
induk yang terdapat pada Kantor Samsat Surakarta yang beralamat JI. Prof. Dr.
Soeharso NO. 17 Jajar Laweyan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,
yang berarti data yang diukur melalui bilangan. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder.

a. Data Primer data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer
dapat diperoleh dengan membagikan kuesioner dengan mengajukan beberapa
pertanyaan kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Data Sekunder data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek
penelitian, yang berasal dari literatur atau dokumen atau bahan dari
kepustakaan sumber -sumber lainnya seperti internet.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertetu ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini
populasi yang digunakan sebanyak 471.719 jumlah wajib pajak kendaraan
bermotor tahun 2019 pada Kantor Samsat Surakarta. Menurut Sugiyono (2015),
sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan oleh penulis sebanyak 100
responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data, antara

lain: mean, median, sum, min dan max.

1. Hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak diperoleh rata-rata
sebesar 4,21 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator
variabel kesadaran wajib pajak.

2. Hasil analisis deskriptif variabel tingkat penghasilan diperoleh rata-rata
sebesar 4,03 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap ndikator
variabel tingkat penghasilan.

3. Hasil analisis deskriptif variabel akuntabilitas pelayanan publik diperoleh
rata-rata sebesar 4,24 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap
indikator variabel akuntabilitas pelayanan publik.

4. Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh rata-rata
sebesar 4,06 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator
variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas semua item kuesioner mengenai variabel
kesadaran wajib pajak (X1i), tingkat penghasilan (X2), akuntabilitas pelayanan
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publik (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid, ditunjukkan dengan
nilai p-value = 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item
kuesioner mengenai variabel kesadaran wajib pajak (X1), tingkat penghasilan
(X2), akuntabilitas pelayanan publik (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y)
dinyatakan reliabel (handal) dengan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.

Uji Asumsi Klasik
Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Kesimpulan
Uji Multikolinearitas Tolerance (0,803; 0,853; Tidak ada
0.899)>0.10 multikoliearitas
VIF (1,246; 1,172; 1,113)
=10
Uji Autokorelasi p(0.841) > 0,05 Tidak ada autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas p (0,827; 0.884; 0,242) = Tidak ada
0,05 heteroskedastisitas
Uji Normalitas p(0,128) > 0,05 Data terdistribusi
normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier
bergandayang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak,
tingkat penghasilan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis
Unstandardized Coefficients

Model B T Sig
(Constant) 5,139 2,201 0,030
Kesadaran wajib 0,470 5,120 0,000
pajak
Tingkat 0,191 1,556 0,123
penghasilan
Akuntabilitas 0,143 1,834 0,070
pelayanan publik
F hitung = 18,167 0,000

Adj R?=36,2 %
Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan garis
regresi sebagai berikut:
Y =5,139+0,470 X1 + 0,191 X2+ 0,143 X3 +¢

1. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,000 < 0,05

artinya ada pengaruh yang signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta.
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2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,123 > 0,05
artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Tingkat Penghasilan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta.

3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,070 >
0,05artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Akuntabilitas Pelayanan
Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor
Samsat Surakarta.

4. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai
F hitung 18,167 dengan p-value (signifikansi) sebesar 0,000 < 0,05.

5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi bahwa (Adjusted R?) untuk model
ini adalah sebesar 0,362. Artinya sumbangan pengaruh variabel independen
Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tingkat Penghasilan (X2) dan Akuntabilitas
Pelayanan Publik (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Y) sebesar 36,2 %. Sisanya (100% - 36,2 %) = 63,8 % diterangkan oleh
variabel lain diluar model misalnya Pengetahuan, Sanksi Pajak dan Motivasi.

PEMBAHASAN
1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai sebesar 5,120 dengan nilai p-value sebesar
0,000 < 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan Kesadaran Wajib Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat
Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan
bahwa hipotesis satu yang menyatakan “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” terbukti
kebenarannya.

2. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai sebesar 1,556 dengan nilai p-value
sebesar 0,123 > 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Tingkat
Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor
Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat
disimpulkan bahwa hipotesis dua yang menyatakan “Tingkat Penghasilan
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor”
tidak terbukti kebenarannya.
3. Pengaruh akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai sebesar 1,834 dengan nilai p-value
(signifikansi) = 0,070 > 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan
Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah
diuraikan dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga yang menyatakan
“Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” tidak terbukti kebenarannya.
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KESIMPULAN

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil
uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 5,120 dengan nilai p-value 0,000 <
0,05.

2. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil
uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,556 dengan nilai p-value 0,123 >
0,05.

3. Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta.
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,834 dengan nilai
p-value 0,070 > 0,05.

4. Hasil koefisien determninasi Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan
dan Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki pengaruh sebesar 36,2%
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dan sisanya sebesar
63,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pengetahuan,
Sanksi Pajak dan Motivasi.

SARAN

Saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama
disarankan untuk membuat pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner
dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh responden karena masih
banyaknya responden yang kurang memahami tentang pernyataan-pernyataan
yang terdapat pada kuesioner.

2. Bagi Perguruan Tinggi
Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam menambah wawasan
dan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.
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